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PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 2o TAHUN 2015

TENTANG

KEWENANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] PRINGSEWU,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20

—

S

ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumny,

b. bahwa Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Pusat K
Masyarakat (Puskesmas) merupakan Unit K
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD

esehatan
rja pada
) Dinas

Kesehatan Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan

menjadi Badan Layanan Umum Dacrah dengg
Penuh perlu diberikan kewenangan da
pengadaan barang dan jasa;

c. bhahwa berdasarkan pertimbangan sebd
dimaksud dalam huruf a dan hurufl
menetapkan Peraturan Bupatl tentang Kew
Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan
Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Pr

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan B
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 735, T%
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara (Lembaran Negara

Mengingat: 1.

N Status
am hal

\gaimana

,  pertu
fcnangan
Layanan
ingsewu,

tentang
bas dari
Negara
ambahan

BE51);

tentang
Repubiik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor #286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004
Pembendaharaan Negara {Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, T4
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di
Lampung (Lembaran Negara Republik |
tahun 2008 nomor 185, Tambahan Lembara
Republik Indonesia Nomor 4932);

tentang
Republik
mbahan
4355);

tentang
Provinsi
ndonesia
n Negara
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 |tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-unhdangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 | tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
sebagaimana telah diubah beberapa kali

br 5587)
terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5679);

un 2015
Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5340j;

Umum
un 2005
Republik
1 cdiubah
un 2012
un 2012
Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200p tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2005 Nom
Tambahan Lembaran Negara Republik
nomor 4578j;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201

Negara
or 140,
ndonesia

tentang

Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kg
dengan terakhir Peraturan Presiden Nomor
2015;

Peraturan Menteri Keuangan

Ii diubah
4 Tahun

Nomor

08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan

Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ¢

1 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik |Indonesia

Nomor 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang
Pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa Padg
Pemerintah Pola  Pengelolaan Keuangan
Layanan  Umum di  Lingkungan Dy
Kesehatan; i

Petunjuk
Instansi
Badan
partemen

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07

Tahun 2010 tentang pokok-Pokok Peg
Keuangan daerah (Lembaran Daerah k
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07});

ngelolaan
abupaten
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Menetapkan

14.

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2014
tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Tekrjis Pusat
Kesehatan Masyarakat Pada Satuan Kerja Pprangkat
Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu (Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 nomor 46]).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG  KEWENANGAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Pringsewy.

Pemerintah  Daerah adalah  Pemerintah  Daerah

Kabupaten Pringsewu.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkgt Dacrah di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibeptuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah
Pola keuangan yang memberikan [leksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktck bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kcpada
masyarakat dalam rangka memajukan k¢scjahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan barjgsa sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
daerah pada umumnya.
UPT  Puskesmas adalah Puskesmas | Kabupaten

Pringsewu yang telah menerapkan Pola |Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan|BLUD yang
bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
yang terdiri dari Pimpinan, Petugas Kepangan dan
Petugas pelaksana Teknis, yang sebutgnnya dapat
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada
BLUD yang bersangkutan.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang gelanjutnya

disebut dengan Pengadaan
kegiatan untuk memperoleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Daerah/Institusi yang  prosesnya
perencanaan  kebutuhan  sampai

Barang/Jaga
Barang/Jasa

dimulati
diselgsaikannyva

adalah

oleh
Perangkat
dari

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;

Pengguna Barang/Jasa adalah Pcjabat
kewenangan penggunaan Barang dan/atau
Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

pemegang
Jasa milik

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh

PA untuk

menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kcepala

Daerah untuk menggunakan APBD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutriya disebut
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP

adalah  unit  organisasi .
Pemerintah Caerah/Institusi yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yg
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekg
yang sudah ada.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang di
PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan
Penunjukan Langsung dan E-Purchasing.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA
bertugas memeriksa dan menerima hasil pek

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atay
intern pada institusi lain yang selanjutnya d
adalah aparat yang melakukan pengawas
audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
pengawasan lain terhadap penyelenggaraarn
fungsi organisasi.

Barang adalah setiap benda baik berwujy

Pekerjaan

Kementerian/ Lembaga/

berfungsi
ng bersifat
t pada unit

runjuk oleh
Langsung,

adalah
KPA yang
erjaan.

pengawas
isebut APIP
an melalui

dan kegiatan

tugas dan

d maupun

tidak berwujud, bergerak maupun tidak bepgerak, yang

dapat diperdagangkan, dipakai, dipergun
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

akan atau

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang

berhubungan dengan pelaksanaan

konstruksi

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profg
membutuhkan keahlian tertentu di
keilmuan yang mengutamakan adanya
(brainware).

sional vang

berbpgal bidang

olah pikir




v

TN

19.

20.

21.

22.

23.

24.

29.

20.

28,

29.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan

keterampilan (skillware) dalam suatu sistem

tata kelola

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesalkan suatu pekerjaan atau segalal pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Kpnsultansi,

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan
Barang.

pengadaan

Industri Kreatif adalah industri yang bgrasal dari
pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan,

dan bakat individu untuk menciptakan ke
serta lapangan pekerjaan melalui penci
pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.

sejahteraan
ptaan dan

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jgsa adalah

tanda bukti pengakuan dari pemeri
kompetensi dan  kemampuan  profesi
Pengadaan Barang/Jasa.

ntah atas
dibidang

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan,

dan/atau

diawasi sendiri oleh K/L/D/1 sebagai penanggung jawab
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok

masyarakat.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang| ditetapkan
oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaat
oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis
dengan Penyedia Barang/Jasa atau
Swakelola.

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihg

sclanjutnya
antara PPK
pelaksana

i Penyedia

Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan ydgng bernilai

paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus jj

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Pe
Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat
semua Penyedia Jasa Konsultansi yang
syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihg

Hta rupiah).

nyedia Jasa
ditkuti oleh
memenuhi

n Penyedia

Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus jlta rupiah).

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan B

arang/Jasa

langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui

Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Penunjukan Langsung adalah metode

pemilihan

Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjlik langsung

! (satu) Penyedia Barang/Jasa.
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30.

32.

33.

36.

37.

38.

Pengadaan secara elektronik atau E-Procure

ment adalah

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan

menggunakan teknologi informasi dan
elektronik  sesuai dengan Kketentuan
undangan.

transaksi
perundang-

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia

Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuk
diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa y4q
pada sistem pengadaan secara elektronik g
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran d
yang telah ditentukan.

Layanan Pengadaan Secara Elcktronik yang
disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I va
untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
Barang/Jasa secara elektronik.

i dan dapat
ng terdaftar
lengan cara
nlam waktu

sclanjutnva
ng dibentuk
Pengadaan

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem

informasi elektronik  yang memuat da

ftar, jenis,

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari

berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa

melalui sistem katalog elektronik.

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa ada

ah batasan

nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu)

penyedia barang/jasa yang dibuktikan der]
bukti pengadaan. '

gan l(satu)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perseorangan dan/atau badan usaha yang
kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimal
undang-undang yang mengatur mengenai U
Kecil dan Menengah.

memenuhi

csud  dalam

saha Mikro,

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang pgrseorangan

atau badan wusaha yang bukan merup
perusahaan atau bukan cabang perusg
dimiliki, dikuasal atau menjadi bagian ba

akan anak
haan yang
k langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam undang-umdang vang

mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan

Surat Jaminan yang selanjutnya disebu
adalah jaminan tertulis yang bersifat muds

Menengah.

t Jaminan,
h dicairkan

dan tidak bersyarat (unconditional), yang [dikeluarkan

oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/
Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia 14
kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untulﬁ

Perusahaan

barang/Jasa

menjamin

terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
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39. Fleksibilitas adalah keleluasaan

bengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu
yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

40. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha

atau orang

perseorangan yang kegiatan usahanya rqenycdiakan

barang/layanan jasa.

41. Hibah tidak terikat adalah setiap pemb
diterima BLUD UPT Puskesmas dalam ben
barang, jasa dan/atau surat berharga yan
dari pemberi hibah yang berasal dari dalam

erian  yang
fuk rupiah,
g diperoleh
negeri atau

luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan

apapun.

42. Hibah terikat adalah setiap pemberian yg
BLUD UPT Puskesmas dalam bentuk rupi
jasa dan/atau surat berharga yang dip
pemberi hibah yang berasal dari dalam negg
negeri yang terikat dengan kepentingan pem

43. Pakta integritas adalah surat pernyataan

ikrar untuk mencegah dan tidak melaku
korupsi, dan nepotisme dalam
Barang/Jasa.

44, Praktek bisnis yang sehat adalah peny¢

fungsi organisasi berdasarkan kai

ng diterima
ah, barang,
eroleh dan
rr atau luar
beri hibah.

yvang berisi
kan kolusi,
Pengadaan

lenggaraan
dah-kaidah

manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan

yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB Il
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/AT

Pasal 2

AU JASA

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD

harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi,

efektifitas,

transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan

scsual dengan praktek bisnis yang sehat.
Pasal 3
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD di

berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4
(1) Terhadap BLUD dengan status BLUD Peg

laksanakan
pengadaan

nuh dapat

diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau
seluruhnya dari ketentuan yang berlaku ymum bagi

pengadaan barang dan/atau jasa

pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terdapat

alasan efektivitas dan/atau eflisiensi.
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(2)

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

a.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada
diberikan terhadap pengadaan barang dan
yang sumber dananya berasal dari :

a. jasa layanan yang diberikan kepada masy

ayat (1},
/atau jasa

arakat;

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat

atau badan lain;

c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lail
hasil usaha lainnya;

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
Pasal 5

h dan/atau

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di
berdasarkan ketentuan pengadaan barang
jasa yang ditetapkan oleh Bupati atas usula
BLUD melalut  Kepala Dinas Kesehatq
mengikuti  prinsip-prinsip transparansi,
diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek }
sehat.

Ketentuan  pengadaan barang  dan/q
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hg
menjamin ketersediaan barang dan/atau jasg
bermutu, lebih murah, proses pengad
sederhana dan cepat serta mudah me

dengan kebutuhaa untuk mendukung
BLUD. ‘

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimak
Pasal 4 ayat (1) yang bernilai sampai
200.000.000,- (dua ratus juta rupiahj, dapat
dengan pengadaan langsung dengan besaq
nilai sebagai berikut:

1. belanja pengadaan barang/jasa sampl
Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupia
ketentuan Surat Pertanggungjawab
dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaray
pembelian.

2. belanja  pengadaan  barang/jasa |
Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupigl
dengan RpS50.000.000,- (hima puluh ju
dengan ketentuan Surat Perintah Ty

aksanakan
dan/atau
h Pimpinan
n dengan
adil/tudak
disnis yang
tau  jasa
arus  dapat
yang lebth
aan yang
pyesuaikam
kelancaran

bersumber
(2) dapat

sud dalam
lengan Rp
dilakukan
an jenjang

al  dengan
h) dengan
2¥9! (SPJ)
1 dan bukti

bth  dari
h) sampai
ta rupiah)
1gas  (SPJ)

dilengkapi dengan Bukti Kas Pengel@laran dan

kuitansi.
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3. belanja  pengadaan  barang/jasa 1
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rup

ebih  dari
ah) sampai

dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juyita rupiah)

dengan ketentuan Surat Perintah T

hngas (SPJ)

dilengkapi dengan Bukti Kas Pengeluaran dan Surat
Perintah Kerja (SPK) serta Berita f\‘cara Hasil

Pengadaan.

4. belanja pengadaan barang/jasa lebih
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di
sesual dengan peraturan perundang-und
berlaku.

Pasal 7

BLUD dapat melakukan Penunjukan Langs
pengadaan barang dan/atau jasa yang nilainya
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah} apabila
kriteria tertentu yang diatur sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk pengadaan barang dan/atau jasa ya
dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakul
mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi |
mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/ata
berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud dal{
ayat (1) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/p

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dila
pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan dapat berbentuk Ti
orang atau Unit pada organisasi BLUD yang
oleh pimpinan BLUD selaku KPA sectelah
persetujuan Kepala Dinas Kesehatan yang
secara khusus untuk melaksanakan pengad
dan/atau jasa guna keperluan BLUD ses
peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksu
(2), terdiri dari personil yang memahami is
metode dan prosedur pengadaan, memahan
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersang
bidang lain yang diperlukan.

Pasal 10

dari Rp
laksanakan
angan yang

ng untuk
di atas Rp
memenuhi
peraturan

Hg sumber
kan dengan
1ibah, atau
1 jasa vang
am Pasal 5

tau  jasa
kukan oleh

m, Panitia,
ditetapkan
mendapat
ditugaskan
aan barang
nai dengan

d pada ayat
P dokumen,
11 jenis dan
rkutan dan

Penunjukan pejabat lain  melibatkan  semua  unsur
Pejabat/petugas Pengelola BLUD dan harus memperhatikan

prinsip :




yaitu penujukan yang didasar
aspek integritas ' moral, kecakapan pci
mengenal proses aan prosedur pengadaa
dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencap
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan j
barang dan/atau jasa;

objektivitas,

independensi, yaitu menghindari  dan
terjadinya pertentangan  kepentingan deng
terkait dalam melaksanakan penunjukan pe]
baik langsung maupun tidak langsung; dan

saling uji (cross check), yaitu berusaha m
informasi dari sumber yang berkompetd
dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabk
mendapatkan  keyakinan  yang  memads
melaksakan penunjukan pejabat lain.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasalll

Peraturan Bupati ini mulal berlaku sejg

ditetapkan.

orang mengetahuinyva,
Peraturan Bupat
dalam Berita Daerah

Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Pringsewu.

ini

AN

kan pada
rgetahuan
n barang
Al sasaran
bengadaan

mencegah
an pthak
abat lain,

emperoleh
n, dapat
untuk
i1 dalam

k tanggal

memperintahkan
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